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BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab 2 (dua), maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Jenis bank adalah bank umum dan bpr Eksistensi bank digital dan
pojk dan uu ppsk merupakan bahwa digital adalah jenis layanan bank
umum bukan jenis bank baru sehingga kedudukan bank digital adalah
Kedudukan yang diartikan status dalam Bank Digital di Indonesia
bahwa Bank Digital merupakan jenis layanan Bank Umum. Jenis
bank di Indonesia adalah Bank Umum dan BPR. Eksistensi Bank
Digital ditemukan di UU PPSK dan POJK yang dengan demikian
Bank Digital bukan merupakan jenis bank yang baru tetapi
merupakan layanan perbankan digital yang digunakan oleh Bank
Umum.

2. Dapat disimpulkan bahwa Bank digital itu merupakan jenis
layanan perbankan digital yang digunakan oleh bank umum sehingga
simpanan pada bank digital akan dijamin oleh LPS jika memenuhi

kriteria-kriteria simpanan yang dijamin LPS.

B. Saran
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Nasabah yang memiliki simpanan melebihi batas penjaminan LPS
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), disarankan membagi
uang mereka dalam beberapa rekening Bank Digital yang berbeda.
Keuntungan maksimal dimpanan dan investasi yang diterima nasabah
Bank Digital disarankan untuk tidak melebihi batas yang ditetapkan LPS
yakni 4,25 persen per tahun. Cara tersebut dilakukan untuk memastikan
bahwa LPS dan Bank Digital akan berkomitmen memberikan
perlindungan kepada nasabah yang memiliki simpanan dalam hal hal yang
tidak diinginkan, seperti ketika Bank Digital dilikuidasi. Tujuan dari
tindakan di atas adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui
hak-haknya sebagai nasabah penyimpan agar tidak terjadi masalah yang
lebih besar karena kesalahan nasabah yang kurang paham sehingga

mereka kehilangan simpanannya.
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